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MOTTO

“Change your life today. Don’t gamble on the future.

Act now, without delay”.

(Simone de Beauvoir )

“Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs”.

(Farrah Gray )
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secara nyata tentang bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan

di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak merupakan salah satu contoh dari peran masyarakat turut serta

berpartisipasi dalam sektor pembangunan negara yang berkelanjutan. Pajak juga

dinilai sebagai sektor yang menguntungkan bagi negara karena dengan jumlahnya

yang relatif stabil serta terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pajak

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di

Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat

melalui Pajak Daerah.

Prosedur pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember memiliki alur yang sudah ditentukan. Wajib pajak diwajibkan

datang ke kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran

berdasarkan penyelenggaraan hiburan yang diadakan. Setelah itu, wajib pajak

membayar jumlah pajak terutang ke tempat yang telah ditunjuk. Pemungutan Pajak

Hiburan menggunakan sistem Self Assessment System yang dimana wajib pajak

melakukan perhitungan sendiri besar pajak yang terutang, dan semua itu sesuai

dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3018/UN25.1.2/SP/2015, Ilmu
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan

negara dikarenakan pajak merupakan pendapatan yang potensial. Pajak di Indonesia

sudah mulai ada sejak tahun 1945 yang didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang

Dasar 1945. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga yang dibuat oleh

pemerintah yang bertujuan untuk mengelola perpajakan di negara Indonesia dan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada dibawah naungan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia.

Pajak dinilai sebagai sektor yang menguntungkan bagi negara karena dengan

jumlahnya yang relatif stabil serta terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Pajak juga merupakan salah satu contoh dari masyarakat untuk turut serta

berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam sektor pembangunan negara. Dalam

mengoptimalkan pembangunan negara yang salah satunya didapat dari sektor pajak,

pemerintah daerah turut serta berpartisipasi dalam hal mengoptimalkan pendapatan

dari sektor pajak dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

Ada beberapa jenis pungutan yang ada di negara Indonesia, antara lain pajak

Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan

Negara bukan pajak. Dengan adanya pemasukan pajak dari masyarakat ke pemerintah

daerah, maka dihasilkan adanya pajak daerah yang dinaungi oleh Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan

Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan

daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa

berdasarkan Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
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digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang

menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Kabupaten/Kota,

antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah kini di beri kekuasaan penuh dari pemerintah pusat untuk

mengatur dan mengurus pendapatan di daerah masing-masing dengan adanya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

sangat penting karena pajak daerah dinilai sangat membantu dalam pemasukan kas

daerah, salah satunya berasal dari Pajak Hiburan. Yang berguna membiayai

pelaksanaan program-program Pemerintahan Kabupaten. Hal ini juga tidak lepas dari

peran aktif serta wajib pajak dengan menyadari pentingnya membayar pajak,

khususnya wajib pajak hiburan. Sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Self

Assessment System dimana sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada

Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya pajak terutang.

Pajak daerah dikelola oleh instansi berwenang yang dipilih oleh Pemerintah

pusat.  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi

yang dipilih oleh pemerintah pusat dalam mengelola pajak daerahnya. Jika dilihat

dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 tahun yaitu tahun 2013,

2014, dan 2015, maka pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh mengalami

penurunan. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran 2013-

2015)

No Tahun

Anggaran

Target Penerimaan

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Prosentase

(%)

1. 2013 86.081.000.000,00 95.188.144.409,05 110,57 %

2. 2014 124.150.000.000,00 116.578.557.515,00 93,90 %

3. 2015 129.900.625.000,00 123.210.707.077,00 94,85 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak ditahun

2014 dan 2015 tidak dapat melebihi dari target realisasi yang sudah dibuat, dan itu

berarti pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak

target dalam segi realisasi pajak daerah.
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Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak

daerah salah satunya Pajak Hiburan yang  dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Pajak hiburan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi

daerah, khususnya Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkonstribusi

terhadap pendapatan daerah. Setiap pajak memiliki target realisasi masing-masing,

maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jember membuat daftar realisasi yang berbeda-

beda setiap pajaknya, berdasarkan potensi yang dimiliki tiap pajak. Berikut target dan

realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember

No Jenis

Pendapatan

Target

Penerimaan

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Prosentase

(%)

Konstribusi

(%)

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f )

1. Pajak Hotel 2.720.000.000,00 3.520.424.646,00 129,43% 2,86%

2. Pajak Restoran 5.750.000.000,00 8.176.884.275,00 142,21% 6,64%

3. Pajak Hiburan 1.050.600.000,00 1.111.526.807,00 105,80 % 0,90%

4. Pajak Reklame 5.150.000.000,00 5.179.522.533,00 100,57 % 4,20%

5. Pajak

Penerangan

jalan

44.500.000.000,00 49.822.167.031,00 111,96 % 40,44%

6. Pajak Parkir 200.000.000,00 433.044.964,00 216,52 % 0,35%

7. Pajak Air Tanah 750.000.000,00 435.015.897,00 58,00 % 0,35%

8. Pajak Mineral

Bukan Logam

dan Bantuan

1.100.025.00,00 782.517.249,00 71,14 % 0,64%
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( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f )

9. Pajak Bumi dan

Bangunan

Perdesaan dan

Perkotaan

50.000.000.000,00 33.010.049.135,00 66,02 % 26,79%

10. Bea Perolehan

Hak atas Tanah

dan Bangunan

18.500.000.000,00 20.265.566.128,00 109,54 % 16,45%

Jumlah 129.900.625.000 123.210.707.077 94,85 % 99,62%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut,

pajak hiburan menyumbang pendapatan asli daerah tidak terlalu tinggi karena jarak

antara pencapaian realisasi dengan target yang ditentukan memiliki prosentase yang

tidak begitu jauh, tapi meski demikian pajak daerah sudah melebihi target yang sudah

di tentukan. Prosentase yang didapat sebesar 105,80 %. Selain pencapaian prosentase

yang cukup tinggi, pajak hiburan juga memiliki kontribusi sebesar 0,90 % pada

pendapatan asli daerah.

Namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, pajak hiburan mengalami

naik turun terhadap pendapatan yang didapat. Hal ini terbukti dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran 2013-2015)

No Tahun

Anggaran

Target Penerimaan

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Prosentase

(%)

1. 2013 425.000.000,00 715.271.347,00 168,30 %

2. 2014 1.000.000.000,00 929.201.239,00 92,92 %

3. 2015 1.050.600.000,00 1.111.526.807,00 105,80 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah

Kabupaten Jember mengalami naik turun dari sektor pajak hiburan setiap tahunnya.

Hal itu terjadi juga karena target penerimaan yang di tentukan juga mengalami

peningkatan, alhasil dari segi realisasi harus mengalami kenaikan juga. Pada tahun

2014, realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 213.929.892,- dari tahun

2013. Tapi pada tahun 2014, mengalami realisasi penerimaan yang tidak melebihi

target yang sudah di tentukan, itu berarti pada tahun 2014 tidak target dalam dalam

hal penerimaan pajak hiburan. Menurut Ibu Indah selaku Kasi Pembukuan dan

Pengendalian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini terjadi karena

banyaknya objek pajak hiburan yang tutup, sehingga target mengalami penurunan dan

adanya pajak hiburan tidak tetap yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya

sehingga berdampak penurunan pada pendapatan dari sektor pajak.  Namun pada

tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp.

182.325.568,- Hal itu terjadi karena adanya beberapa wajib pajak baru dan banyaknya

hiburan tidak tetap.

Pada tahun 2015 terdapat 46 Wajib Pajak Hiburan yang tercatat di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jumlah itu terdiri dari objek pajak hiburan

yang bersifat permanen (tetap) maupun isidentil (tidak tetap). Berikut daftar objek

pajak di Kabupaten Jember:

Tabel 1.4 Daftar Objek Pajak Hiburan pada Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2015

Jenis Objek Pajak Jumlah

(a) (b)

Tontonan Film 1

Pagelaran kesenian, Music, Tari

dan/atau Busana, Kontes Kecantikan,

Binaraga

5

Diskotik, Karaoke dan Klub Malam 7
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( a ) ( b )

Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 2

Pameran 1

Pacuan Kuda, Lomba Kendaraan

Bermotor dan Permainan

Ketangkasan

14

Panti Pijat Refleksi, Mandi uap/spa,

Pusat Kebugaran
4

Sirkus, Akrobat dan Sulap 0

Kesenian Rakyat 0

Pertandingan Olahraga dan Hiburan

yang sifatnya Isidentil
12

Jumlah 46

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul

pajak hiburan karena penulis ingin mengetahui prosedur perhitungan dan pembayaran

pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember, dikarenakan

banyaknya penyelenggaraan hiburan tetapi penerimaan masih kurang bisa melebihi

target yang sudah ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih

judul “Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul

adalah :

Bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah :

Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan dan Pembayaran

Pajak Hiburan pada Dinas Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat dari adanya Praktek Kerja Nyata antara lain :

a. Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya  tentang

Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember.

b. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh

selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Jember.

c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (2010 : 2) Pajak sebagai suatu

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk

memelihara negara secara umum. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang No. 16

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di uraikan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan

perbuatan, peristiwa dan kejadian.

2. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal balik (Tegen Prestate) secara

langsung dari Negara.

3. Perolehan pajak untuk mengisi kas Negara dan digunakan pengeluaran

pembangunan dan cadangan (Saving Public)

4. Pajak dapat dipaksakan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2003 : 8) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgetair)
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Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap

barang mewah.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan

pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan

yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Siti (2009 : 7) terdiri dari :

1. Menurut golongan

A. Pajak Langsung
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Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain

atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

B. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung  pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dan hal ini terjadi karena

adanya terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

A. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan

subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

B. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik

berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi

Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutan

A. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
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Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak

Daerah terdiri atas:

a. Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas

Air

b. Pajak daerah, contoh : Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Tarif Pajak

1. Tarif pajak adalah dasar digunakan untuk menentukan besarnya tarif pajak

yang harus dibayar oleh rakyat, biasanya tarif pajak itu berdasarkan

prosentase tertentu dengan dasar pengenaan pajak. Setu (2009 : 10) dan tarif

pajak dibagi 4 (empat) macam, yaitu :

a. Tarif Proposionil

Tarif pajak ini didasarkan pada prosentase tetap terhadap berapapun

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Naik turunnya jumlah pajak

dipengaruhi secara proposional dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Tarif Progresif

Tarif pajak ini menunjukan tari prosentase yang semakin naik

prosentasenya mengikuti kenaikan dasar pengenaan pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17.

c. Tarif Degresif

Tarif pajak ini prosentase tarifnya akan menjadi menurun apabila jumlah

yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

Contoh: PPH Badan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13

d. Tarif Tetap

Tarif pajak yang tetap sama terhadap berapun jumlah yang mejadi dasar

pengenaan pajak, oleh karena itu besar pajak yang terutang tetap.

Contoh: Bea Materai

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Setu (2009 : 10) terdapat tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu

Asas Domisili, Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan yang memiliki pengertian

sebagai berikut:

1. Asas Domisili ( Domicilie Beginsel )

Suatu asas pemungutan pajak yang Negara berhak mengenakan pajak atas

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.

2. Asas Sumber ( Bron Beginsel )

Suatu asas pemungutan yang dimana Negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan (Nationaliteits Beginsel )

Menurut asas ini pajak dikenakan oleh suatu Negara pada orang-orang yang

mempunyai hubungan kebangsaan dengan Negara itu. Indonesia tidak

menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang

dikenakan pajak selain Warga Negara Indonesia juga Warga Negara Asing

yang tidak memiliki hubungan kebangsaaan dengan Indonesia tetapi memiliki

hubungan ekonomi di Indonesia.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak
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Menurut Abdul (2014 : 7) dalam pemungutan pajak terdapat beberapa sistem

yang bisa digunakan, antara lain:

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

Terdapat ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;

2. Wajib Pajak bersifat pasif; dan

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem yang pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan

c. With Holding System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum
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Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut

Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama

Kepala Daerah

4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
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perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
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g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

2.2.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak

yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu, menurut

peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

b. Subjek Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat

menimbulkan hutang pajak daerah.

2.2.5 Pengelompokan Pajak Daerah dan Tarif Pengenaannya

Berdasarkan wilayah pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua :

1. Pajak Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%,

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%,

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%,

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%,
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5. Pajak Rokok 10%,

2. Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri

atas :

1. Pajak Hotel 10%;

2. Pajak Restoran 10%;

3. Pajak Hiburan 35%;

4. Pajak Parkir 30%;

5. Pajak Reklame 25%;

6. Pajak Sarang Burung Walet 10%;

7. Pajak Penerangan Jalan 10%;

8. Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan 0,3%;

10. Pajak Air Bwah Tanah 20%;

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.3 Pajak Hiburan

2.3.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Marihot (2006:297) Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas

penyelenggaraan hiburan. Dan dapat juga disebut sebagai pajak atas

penyelenggaraan suatu hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada

seluruh di daerah Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan

pemerintah untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota di daerah yang

bersangkutan. Mengingat tidak samanya suatu daerah dengan daerah lain, termasuk

dalam hal ini pajak hiburan yang dimana penyelenggaraanya berbeda tiap daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah

tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam hal

teknis pelaksanaan dam pengenaan Pajak Hiburan di daerah yang bersangkutan.
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2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 tahun 2011 tentang

Pajak Daerah.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

a. Objek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal

21 tentang pajak daerah, jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan

menjadi objek pajak hiburan. Sedangkan hiburan yang di selenggarakan melalui

pihak ketiga, maka pihak ketiga menjadi wajib pajak hiburan.

Objek pajak hiburan terdiri atas :

1. Tontonan film;

2. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau budaya, kontes kecantikan, binaraga;

3. Kesenian rakyat;

4. Pameran;

5. Diskotik, karaoke dan klub malam;

6. Sirkus, acrobat dan sulap;

7. Permainan bilyard, golf dan bowling;

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran;

10. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya

b. Pengecualian Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal

18 disebutkan bahwa Objek Pajak yang dikecualikan dari Objek pajak hiburan yaitu

penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahaan, upacara adat, kegiatan amal.

c. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal

19, yang merupakan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menonton dan/atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal

20, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah Jumlah uang yang diterima

atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang

seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada

penerima jasa hiburan.

b. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);

2. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau budaya, kontes kecantikan, binaraga

sebesar 10% (sepuluh persen);

3. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);

4. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);

5. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen);

6. Sirkus, acrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);

7. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar

10% (sepuluh persen);

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran sebesar

10% (sepuluh persen);
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10. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh

persen)

c. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Marihot (2006:304), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan

ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar

perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Berikut rumus pajak hiburan :

Keterangan :

Tarif = Tarif Pajak Hiburan

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wild dan Kwok (2011:4) akuntansi adalah sistem informasi yang

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas

ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar

yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang

terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan

keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Contoh pengguna

internal adalah individu-individu di dalam perusahaan yang berkepentingan untuk

merencanakan, mengkoordinasikan dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan,

seperti manajer, supervisor, direktur internal audit dan karyawan perusahaan. Contoh

Pajak terutang = Tarif x DPP

= Tarif pajak x Jumlah Pembayaran untuk
menonton/menikmati hiburan
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pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang

membutuhkan informasi keuangan mengenai perusahaan, seperti Kantor Akuntan

Publik (KAP), pemegang saham, pelanggan dan pemerintah.

2.4.2 Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:6) Aset, Kewajiban dan Ekuitas

didefisinikan sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang

diharapkan akan diperoleh perusahaan;

b. Kewajiban merupakan obligation masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu,

penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi; dan

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua

kewajiban.

2.4.3 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:11) Konsep dasar Akuntansi Pajak

antara lain:

1. Pengukuran dalam mata uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat

pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal,

penghasilan, dan biaya. Menurut pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Thaun 2009

yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus

diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.
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2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi

dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta

perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban

pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPh Nomor 36 Tahun

2008 “besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau

dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

3. Konsep Kesinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk

berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu

konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Thaun 20-008 “besarnya angsuran

dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk

setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak

yang lalu”.

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasakan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya: sesuai dengan

Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian

persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan

yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan

yang diperoleh”.

5. Periode Akuntansi
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Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini

mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak

adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntasi dari satu periode ke periode

berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP

Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas”

dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu

“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau

amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau Pasal 11A”.

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya

kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9

ayat 1 huruf C UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap

(BUT) tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan,

kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”.
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9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi

penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui

sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun

2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh

(accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun.

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaaan antara penghasilan dan beban pada periode

yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh 36 Tahun 2008, yaitu

“besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

2.4.4 Akun-Akun Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:13) nama-nama akun pada laporan

keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut.

a. Neraca

1) Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (Prepaid

Expense) dalam aset lancar. Pajak yang dibayar di muka dapat terdiri dari:
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- PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);

- PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;

- Pajak Masukan

2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang Pajak (Tax Payable)

Utang Pajak dapat terdiri atas:

- PPh21, PPh23, PPh26, PPh 29;

- Pajak Keluaran

b. Laporan Laba Rugi

- Beban pajak penghasilan (income tax expense)

- PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat

sebagai beban operasional (operational expense).

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh pemerintah

pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah

naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah.

Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab di lingkungan sekretariat

itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa

dikatakan masih terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing. Setelah

kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan

Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti

kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam

melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada

Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris

daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember
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A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah;

b) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah;

c) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis

administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang

pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan;

2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

3. Melakukan pembinaan yang ada dikecamatan;

4. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang

kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarya agar
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tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki

suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang

struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang

Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan

yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan

organisasi yang akan dilaksanakan akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;

2. Menggali dan memungut Pendapatan Asli Daerah secara insentif; dan

3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan

dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.
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3.3.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pendataan dan Pelayanan;

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi;

e. Bidang Penagihan dan Keberatan;

f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Dinas

1) Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten

dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak

atau bukan pajak dan menyelengarakan pemungutan pendapatan asli daerah,

mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis

tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta

pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh

bupati.

2) Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD, dana perimbangan dan lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah;

e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

pada lingkup Dinas;
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f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan

pengendalian operasional Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

g. Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah;

h. Pelaksanaan  pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;

i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian

pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan

j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli

Daerah.

B. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasi penyusunan program,

kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor,

perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga,

pemeliharaan, kearsiapan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Adapun fungsi sekretariat meliputi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (renstra), rencana program

dan kegiatan dinas;

b. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian

keuangan, gaji pegawai dan umum;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
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g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan

kegiatan;

h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

i. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

j. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung

jawaban keuangan;

k. Pencatatan pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;

l. Pelaporan persediaan benda berharga;

m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

n. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua

unit organisasi di lingkup Dinas; dan

o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3) Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga,

kehumasan dan kepegawaian dan  tugas lain yang diberikan sekretaris.  Adapun

fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan

mempersiapkan sarana prasarana kantor;

e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

f. Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat alat kantor dan barang

inventaris;

g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana

kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
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h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda

berharga serta perhitungan persediaan benda berharga;

i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan

labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;

j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang;

k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara

periodik serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang;

l. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

m. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data

kepegawaian,buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,

pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan

n. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan

disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

b) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program,

kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan sekretaris.. Adapun

fungi Sub Bagian Perencanaan meliputi:

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;

b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran

belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja

Anggaran (RKA);

d. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran

pendapatan Dinas;

e. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);

f. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan

dinas;
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g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

h. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan

di bidang-bidang lingkup dinas;

i. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan

kegiatan dinas;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

k. Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi

intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;

l. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

peraturan pelaksanaan lainnya tenang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

serta pendapatan lainnya; dan

m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan

dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Adapun fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi:

a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung;

b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan

Pembayaran (SPP);

c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;

d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja

keuangan;

f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta

biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;

h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidan keuangan dinas;
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i. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah ke Kas Daerah;

j. Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan

k. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

C. Bidang Pendataan dan Pelayanan

1) Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan

pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta

penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan

dan penyuluhan tentang peraturan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Adapun fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan meliputi:

a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib

Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

b. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang

perpajakan daerah;

c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber

pendapatan pajak dan restribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang

sah;

d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan

Objek Pajak Daerah;

e. Pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

menyimpan surat perpajakan dan Restribusi Daerah.
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2) Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan

pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang Pendataan dan Pelayanan.

b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan

tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

1) Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan

penetapan Pajak Daerah / Restribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi

administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah / Restribusi

Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang penetapan dan verifikasi meliputi:

a. Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Restribusi Daerah

dan Objek Pajak Daerah;

b. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan

Pajak Daerah;

c. Penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan surat

ketetapan lainnya; dan

d. Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:
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a. Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), dan Surat

Ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan

Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

b. Seksi Verifikasi

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap

pelaksanaan penetapan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

1) Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah

dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan meliputi:

a. pelaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan

lainnya;

b. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

c. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan

d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2) Bidang  Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

a. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
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b. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan

penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak

lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan

Keberatan.

F. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

1) Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di

bidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan

operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan

pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah / Restribusi Daerah, bagi hasil Pajak /

buka pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi bidang pembukuan dan pengendalian meliputi:

a. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

b. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;

c. Pelaksanaan pengawasan / monitoring operasional pemungutan dan

penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring

dan evaluasi pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan bagi hasil pajak / bukan pajak;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka

pengendalian dan penertiban objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan

g. Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.
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2) Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda

berharga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan

Pengendalian.

b. Seksi Pengendalian dan Penertiban

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan

penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

F. Kelompok Jabatan dan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

Kepala Dinas.

4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Unit Pelaksana Teknis

1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas

dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah

kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan

berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.
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Adapun fungsi UPT meliputi:

a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;

b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;

c. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan,

penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;

d. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengaman dan peningkatan

pelayanan;

e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil

pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan

f. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas

Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.

2) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

3) UPT Dinas terdiri dari:

a. UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;

b. UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;

c. UPT. Pemandian Patemon Tanggul;

d. UPT. Wisata Pantai Watu Ulo; dan

e. UPT. Pendapatan.

4) UPT. Pendapatan terdiri dari:

a. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Kaliwates;

2. Kecamatan Patrang; dan

3. Kecamatan Sumbersari.

b. UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Mayang;
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2. Kecamatan Mumbulsari;

3. Kecamatan Tempurejo; dan

4. Kecamatan Silo.

c. UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Arjasa;

2. Kecamatan Jelbuk;

3. Kecamatan Pakusari; dan

4. Kecamatan Sukowono.

d. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Kalisat;

2. Kecamatan Sumberjambe; dan

3. Kecamatan Ledokmbo.

e. UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Rambipuji;

2. Kecamatan Panti;

3. Kecamatan Sukorambi;

4. Kecamatan Ajung; dan

5. Kecamatan Jenggawah.

f. UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Balung;

2. Kecamatan Ambulu;

3. Kecamatan Wuluhan; dan

4. Kecamatan Puger.

g. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Kencong;

2. Kecamatan Jombang;

3. Kecamatan Gumukmas; dan

4. Kecamatan Umbulsari.

h. UPT. Pendapatan di KecamatanTanggul, meliputi wilayah kerja:
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1. Kecamatan Tanggul;

2. Kecamatan Bangsalsari;

3. Kecamatan Semboro; dan

4. Kecamatan Sumberbaru.

3.4 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan untuk

tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten

Jember, Jawa Timur – Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Alamat : Jalan Jawa No. 72 Jember

Telepon : (0331) 337112

3.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam

kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Gedung

2. Alat tulis kantor

3. Komputer

4. Ruang penyimpangan uang

5. Lahan parkir

6. Mesin penghitung uang

7. Mushola

8. Kursi tunggu bagi nasabah
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), yang telah

dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,  dan tanya jawab

dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah

didapatkan data-data mengenai Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan

pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan menggunakan Self Assessment System dalam pemungutan

pajak

2. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan

dengan dipungut bayaran

3. Pajak Hiburan yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan.

4. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)

setelah melakukan perhitungan atas pajak terutangnya

5. Penyetoran pajak dilakukan di Bank Jatim yang berada di dalam kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan selanjutnya melakukan

pelaporan dengan membawa bukti setor dari Bank Jatim untuk disampaikan

pada bagian keuangan dan bendahara.

Peraturan yang diterapkan oleh Kabupaten Jember sudah sesuai dan berdasar pada 3

dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di

Kabupaten Jember
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan

kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, penulis

ingin memberikan saran dalam hal untuk meningkatkan target dan realisasi yang lebih

tinggi lagi, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebaiknya lebih sering melakukan

kunjungan lapang atau survei terhadap pajak hiburan isidentil atau tidak tetap karena

di Kabupaten Jember masih terdapat penyelenggaraan hiburan yang termasuk dalam

pajak hiburan isidentil namun belum didaftarkan sehingga lolos dari kewajiban

perpajakan. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya wajib pajak yang berada di

Jember.

Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

kepada wajib pajak agar lebih ditingkatkan berupa penambahan loket dengan tujuan

untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan serta agar wajib pajak tidak

menunggu terlalu lama untuk segera dilayani. Hal itu didapatkan oleh  penulis selama

melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
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